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Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945)

Pengujian frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”
dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 terhadap UUD
1945

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 28/PUU-XIX/2021 mengenai

Pengujian frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil
negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 28/PUU-XIX/2021
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para
Pemohon

Jumat, 30 Juli 2021

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian frasa “dapat diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”
dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Juni 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 28/PUU-XIX/2021 pada 14 Juni 2021.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 18 Juni
2021, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor
Perkara 28/PUU-XIX/2021).

Bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat
pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari para Pemohon yang diterima Mahkamah
Konstitusi pada 21 Juni 2021, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk melakukan klarifikasi
kepada para Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan pencabutan
atau penarikan kembali dimaksud dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 22
Juli 2021, yang pada pokoknya dalam persidangan tersebut, para Pemohon, yang dihadiri oleh 3
(tiga) orang Pemohon membenarkan telah mencabut atau menarik kembali permohonannya serta
tetap pada pendiriannya.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Juli 2021 telah berkesimpulan pencabutan
atau penarikan kembali permohonan Nomor 28/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum
dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo serta memerintahkan
kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali
permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 28/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian frasa “dapat
diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Nomor 28/PUU-X1X/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon



